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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi 

Pengertian Pertumbuhan ekonomi menurut Dr. Joko Untoro (2010:39) 

“Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam 

perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi 

dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat 

dalam jangka panjang.” 

 

Pengertian Pertumbuhan Ekonomi menurut Kuznets dalam Buku 

Membuka Cakrawala Ekonomi (2009:11) 

“Pertumbuhan Ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka 

panjang dari Negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai 

barang ekonomi kepada penduduknya.” 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pertumbuhan ekonomi 

adalah proses dimana terjadi kenaikan produk nasional bruto riil atau pendapatan 

nasional riil. Jadi perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi 

pertumbuhan outputriil. 

1. Teori Dan Model Pertumbuhan Ekonomi 

Dalam zaman ahli ekonomi klasik, seperti Adam Smith dalam buku 

karangannya yang berjudul An Inguiry into the Nature and Causes of the Wealt 

Nations, menganalisis sebab berlakunya pertumbuhan ekonomi dan faktor yang 

menentukan pertumbuhan ekonomi. Setelah Adam Smith, beberapa ahli ekonomi 



K A J I A N  P U S T A K A ,  K E R A N G K A  P E M I K I R A N ,  &  H I P O T E S I S  | 
11 

 

klasik lainnya seperti Ricardo, Malthus, Stuart Mill, juga membahas masalah 

perkembangan ekonomi .      

1. Teori Inovasi Schum Peter 

Pada teori ini menekankan pada faktor inovasi enterpreneur sebagai motor 

penggerak pertumbuhan ekonomi kapitalilstik.Dinamika persaingan akan 

mendorong hal ini. 

3 Model Pertumbuhan Harrot-Domar 

Teori ini menekankan konsep tingkat pertumbuhan natural.Selain kuantitas 

faktor produksi tenaga kerja diperhitungkan juga kenaikan efisiensi karena 

pendidikan dan latihan.Model ini dapat menentukan berapa besarnya tabungan 

atau investasi yang diperlukan untuk memelihar tingkat laju pertumbuhan 

ekonomi natural yaitu angka laju pertumbuhan ekonomi natural dikalikan 

dengan nisbah kapital-output. 

4 Model Input-Output Leontief. 

Model ini merupakan gambaran menyeluruh tentang aliran dan hubungan 

antarindustri. Dengan menggunakan tabel ini maka perencanaan pertumbuhan 

ekonomi dapat dilakukan secara konsisten karena dapat diketahui gambaran 

hubungan aliran input-output antarindustri. Hubungan tersebut diukur dengan 

koefisien input-output dan dalam jangka pendek/menengah dianggap konstan 

tak berubah . 

5 Model Pertumbuhan Lewis 

Model ini merupakan model yang khusus menerangkan kasus negar sedang 

berkembang banyak (padat) penduduknya.Tekanannya adalah pada 
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perpindahan kelebihan penduduk disektor pertanian ke sektor modern kapitalis 

industri yang dibiayai dari surplus keuntungan. 

2. Produk Domestik Bruto (PDB) 

Menurut Imamul Arifin & Gina Hadi W (2009:11)  

“Indikator yang digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu Negara 

adalah tingkat Produksi Domestik Bruto (PDB)”  

Beberapa alasan digunakannya PDB (bukan PNB) sebagai indikator pengukuran 

pertumbuhan ekonomi, yaitu sebagai berikut. 

1. PDB dihitung berdasarkan jumlah nilai tambah (value added) yang dihasilkan 

seluruh aktivitas produksi di dalam perekonopmian. Hal ini, peningkatan PDB 

mencerminkan peningkatan balas jasa kepada faktor produksi yang digunakan 

dalam proses produksi. 

2. PDB dihitung atas dasar konsep siklus aliran (circulair flow concept). Artinya, 

perhitungan PDB mencakup nilai produk yang dihasilkan pada suatu periode 

tertentu. Perhitungan ini tidak mencangkup perhitungan pada periode 

sebelumnya.  Pemanfaatan konsep aliran dalam menghitung PDB 

memungkinkan seseorang untuk membandingkan jumlah output pada tahun 

ini dengan tahun sebelumnya. 

3. Batas wilayah perhitungan PDB adalah Negara (perekonomian domestik). Hal 

ini memungkinkan untuk mengukur sampai sejauh mana kebijakan ekonomi 

yang diterapkan pemerintah maupun mendorong aktivitas perekonomian 

domestik. 
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Menurut McEachern Produk Domestik Bruto (PDB) (2000:146) bahwa: 

“Produk domestik bruto / GDP artinya mengukur nilai pasar dari barang dan jasa 

akhir yang diproduksi oleh sumber daya yang berada dalam suatu negara selama 

jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. GDP juga dapat digunakan untuk 

mempelajari perekonomian dari waktu ke waktu atau untuk membandingkan 

beberapa perekonomian pada suatu saat.” 

         

Pengertian Produk Domestik Bruto menurut Sukirno (2004 : 17), yaitu: 

“Pendapatan Nasional menggambarkan tingkat produksi negara yang dicapai 

dalam satu tahun tertentu dan perubahannya dari tahun ke tahun. Maka ia 

mempunyai peranan penting dalam menggambarkan (i) tingkat kegiatan ekonomi 

yang dicapai, dan (ii) perubahan pertumbuhannya dari tahun ke tahun. Produk 

nasional atau pendapatan nasional adalah istilah yang menerapkan tentang nilai 

barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksikan sesuatu negara dalam suatu tahun 

tertentu.” 

 

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Produk Domestik 

Bruto (PDB) adalah pendapatan total dan pengeluaran total nasional atas output 

barang dan jasa dalam periode tertentu. PDB ini dapat mencerminkan kinerja 

ekonomi, sehingga semakin tinggi PDB sebuah negara dapat dikatakan semakin 

bagus pula kinerja ekonomi di negara tersebut. Karena begitu pentingnya peran 

PDB di dalam suatu perekonomian, maka perlu kiranya untuk menganalisa faktor-

faktor apa saja yang dapat mempengaruhi Produk Domestik Bruto.  

Faktor baik langsung maupun tidak langsung yang mempengaruhi PDB 

menurut teori Keynes, PDB terbentuk dari empat faktor yang secara positif 

mempengaruhinya, keempat faktor tersebut adalah konsumsi (C), investasi (I), 

pengeluaran pemerintah (G) dan ekspor neto (NX). 

 

 

 



K A J I A N  P U S T A K A ,  K E R A N G K A  P E M I K I R A N ,  &  H I P O T E S I S  | 
14 

 

2.2 Pengertian Penerimaan Pajak 

1. Definisi Pajak 

Definisi pajak yang terkenal dalam dunia akademik dikemukakan oleh 

Rochmat Soemitro (2004;139) yaitu “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara 

berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa 

timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk 

membayar pengeluaran umum.” 

Dari definisi di atas terlihat bahwa pajak harus berdasarkan Undang-

undang yang disusun dan dibahas bersama antara pemerintah dan DPR sehingga 

pajak merupakan ketentuan berdasarkan kehendak rakyat, bukan kehendak 

penguasa semata. Pembayar pajak tidak akan mendapat imbalan langsung. 

Manfaat dari pajak akan dirasakan oleh seluruh masyarakat baik yang membayar 

pajak maupun yang tidak membayar pajak. 

Undang-undang perpajakan sendiri tidak memberikan definisi pajak 

sampai dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007. Baru pada 

Undang-undang inilah definisi pajak dicantumkan. Adapun definisi pajak menurut 

Undang-undang ini adalah sebagai berikut :  

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” 

 

Definisi versi UU KUP ini nyaris hampir sama dengan definisi Rochmat 

Soemitro. Kata-kata “iuran” diganti dengan kata “kontribusi” yang nadanya lebih 

bersifat positif karena mengandung makna partisipasi masyarakat. Kemudian ada 

tambahan “bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat” yang membuat kata pajak 
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lebih bernilai positif karena untuk tujuan kemakmuran rakyat melalui penyediaan 

barang dan jasa publik seperti pertahanan, keamanan, pendidikan, kesehatan, jalan 

raya, dan fasilitas umum lainnya. 

2. Fungsi Pajak 

Sebenarnya, dari definisi pajak di atas sudah tergambarkan fungsi dari 

pajak yaitu untuk menyediakan barang-barang dan jasa-jasa publik. Namun 

demikian, dalam literatur-literatur perpajakan, dikenal dua macam fungsi pajak 

yaitu fungsi penerimaan (budgetair) dan fungsi mengatur (regulair). Fungsi 

penerimaan adalah fungsi utama pajak. Pajak ditarik terutama untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran pemerintah dalam rangka menyediakan barang dan jasa 

publik. Saat ini sekitar 70% APBN Indonesia dibiayai oleh pajak. Dua pajak 

penyumbang penerimaan terbesar adalah Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN). Dengan demikian, dua jenis pajak ini lebih memiliki 

fungsi penerimaan (budgetair) ketimbang fungsi mengatur. Selain berfungsi 

sebagai sumber penerimaan negara, pajak juga memiliki fungsi mengatur. Dalam 

fungsi ini, pajak mengarahkan perilaku sekelompok warga negara agar bertindak 

sesuai yang diinginkan.  

3. Penerimaan Pajak 

Sudut pandang ekonomi menilai pajak sebagai salah satu primadona 

penerimaan Negara yang paling pontesial, sebab peningkatan penerimaan dalam 

negeri dari sector pajak adalah suatu yang wajar karena secara logis jumlah 

pembayaran pajak dari tahun ke tahun akan semakin besar berbanding lurus 

dengan peningkatan ekonomi masyarakat. 
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Sehingga penerimaan Negara dari sektor pajak adalah pendapat yang 

diterima Negara dari kontribusi masyarakat kepada Negara, diluar pendapatan dari 

sector migas. Berdasarkan surat keputusan Direktorat Jenderal Perbendaharaan 

No. SE-05/PB/2007 yang berisi tentang Implementasi Penerimaan Negara (IMP) 

disebutkan mengenai jenis-jenis penerimaan dari pajak, yaitu penerimaan pajak 

dalam negeri dan penerimaan pajak perdagangan internasional. 

Jenis-jenis penerimaan sektor pajak antara lain : 

I. Pendapatan pajak dalam negeri 

1. Pendapatan pajak penghasilan (PPh) 

a. Pendapatan PPh migas : 

 Pendapatan PPh Minyak Bumi 

 Pendapatan PPh Gas Alam 

 Pendapatan PPh lainnya dari Minyak Bumi 

 Pendapatan PPh Migas lainnya 

b. Pendapatan PPh non Migas : 

 Pendapatan PPh pasal 21 

 Pendapatan PPh pasal 22 

 Pendapatan PPh pasal 22 Impor 

 Pendapatan PPh pasal 23 

 Pendapatan PPh pasal 25/29 orang pribadi 

 Pendapatan PPh pasal 25/29 Badan 

 Pendapatan PPh pasal 26 

 Pendapatan PPh Final 
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 Pendapatan PPh Nonmigas Lainnya 

2. Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

a. Pendapatan PPN 

 Pendapatan PPN Dalam Negeri 

 Pendapatan PPN Impor 

 Pendapatan PPN lainnya 

b. Pendapatan PPnBm 

 Pendapatan PPnBM Dalam Negeri 

 Pendapatan PPnBM Impor 

 Pendapatan PPnBM lainnya 

3. Pendapatan pajak bumi dan Bangunan 

 Pendapatan PBB pedesaan 

 Pendapatan PBB Perkotaan 

 Pendapatan PBB Perkebunan 

 Pendapatan PBB Kehutanan 

 Pendapatan PBB Pertambangan 

 Pendapatan PBB lainnya 

4. Pendapatan BPHTB 

5. Pendapatan Cukai 

 Pendapatan Cukai Hasil Tembakau 

 Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol 

 Pendapatan Cukai Minuman Mengandung Ethyl Alkohol 

 Pendapatan Denda Administrasi Cukai 
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 Pendapatan Cukai Lainnya 

6. Pendapatan Pajak Lainnya 

 Pendapatan Bea Materai 

 Pendapatan dari Penjualan Benda Materai 

 Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya 

7. Pendapatan  Bunga Penagihan Pajak 

 Pendapatan Bunga Penagihan PPh 

 Pendapatan Bunga Penagihan PPN 

 Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM 

 Pendapatan Bunga Penagihan PTLL 

II. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional 

1. Pendapatan Bea Masuk 

 Pendapatan bea Masuk 

 Pendapatan Masuk Tanggung Pemerintah atas hibah (SPM nihil) 

 Pemdapatan Denda Administrasi Pabean 

 Pendapatan Bea Masuk Dalam Rangka Kemudahan Impor Tujuan 

Ekspor  

 Pendapatan Pabean lainnya 

2. Pendapatan Pajak/Pungutan Ekspor 

2.1.5. Keterkaitan antar Variabel Penelitian 

Teori pendukung yang menghubungkan menurut Hatta Rajasa (2010) 

dalam Koran Kompas sebagai berikut: 
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“Pertumbuhan ekonomi yang lebih baik akan berdampak pada peningkatan 

penerimaan pajak, jika ekonomi meningkat, tentu pajak akan meningkat.” 

  

Sedangkan menurut Menteri Keuangan dalam Harian Ekonomi Neraca (2010) 

yang menyatakan bahwa: 

“Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang berpengaruh kepada penerimaan 

perpajakan, namun pemerintah akan terus mengupayakan peningkatan penerimaan 

perpajakan, baik melalui intensifikasi maupun ekstensiiikasi.” 

2.2 Kerangka Pemikiran 

Krisis global adalah salah satu dilema yang sedang dihadapi Indonesia 

sejak dahulu hingga sekarang. Dan ini adalah dinamika kehidupan ekonomi yang 

tidak tetap perubahannya. Kadang sistem ekonomi dunia naik, kadang sistem 

ekonomi dunia merosot drastis. Ini menyebabkan gejolak besar bagi kehidupan 

ekonomi seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Ekonomi Indonesia adalah 

bagian dari ekonomi global, sudah tentu akan memberikan pengaruh langsung 

maupun tidak langsung. Dampak krisis ekonomi global, mengancam 

pembangunan di Indonesia. Krisis akan mengakibatkan guncangan struktural, 

gucangan ekonomi akan mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi efek 

tersebut akan mempengaruhi penerimaan pajak Negara.  

Produk Domestik Bruto merupakan ukuran yang digunakan untuk 

mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi pada suatu Negara, sedangkan 

pertumbuhakan ekonomi merupakan slahsatu asumsi makro ekonomi yang 

digunakan untuk mengetahui besaran penerimaan pajak 
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Menurut hasil penelitian Roshaiza Taha, Loganathan, Nanthakumar dan 

Sisiran R.N. (2011) menyatakan bahwa penelitian tersebut menujukan bahwa 

perubahan pajak tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Namun 

pertumbuhan ekonomi yang kuat dapat membantu menaikan penerimaan pajak. 

Kondisi yang juga menjadi variabal penting dalam mendongkrak 

pendapatan pajak adalah stabilitas ekonomi. perkembangan ekonomi nasional dan 

global. Perubahan yang tidak terduga dalam perekonomian akan berpengaruh 

secara otomatis penerimaan pajak.  Menurut hasil penelitian Eddy dkk. (2006) 

Paling tidak terdapat lima variabel penting untuk dikendalikan yaitu konsumsi 

minyak, harga minyak, inflasi dalam negeri, uang beredar dan nilai tukar. Strategi 

pengendali dalam rangka pengamanan penerimaan pajak didasarkan pada sinyal 

yang diberikan oleh TEWS 
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Skema Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

2.3  Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian 

yang perlu dibuktikan kebenarannya. Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut 

diatas, maka peneliti mengajukan hipotesis yang akan diuji kebenaranya melalui 

penelitian ini adalah: “Terdapat pengaruh yang signifikan antara Pertumbuaha 

ekonomi terhadap penerimaan pajak Indonesia”. 

Krisis Ekonomi 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

(X) 

Penerimaan Pajak 

(Y) 

Jumlah 

Penerimaan Pajak 

- Flutuasi ekonomi berpengaruh signifikan terhadap 

penerimaan pajak (Eddi Wahyudi, dkk. ,2006). 

- Perubahan Pajak tidak mempengaruhi pertumbuhan 

ekonomi, namun Pertumbuhan ekonomi dapat 

mempengaruhi penerimaan pajak (Roshaiza 

Taha,dkk.,2011) 

PDB 


